WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR £5 TAHUN 2020

- TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK

Menimbang

Mengingat

a.

1.

TERDUGA UNTUK BIAYA TANGGAP DARURAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDA ACEH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat {4)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan — Daerah
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan
Menteri Dalam WNegeri Nomor 21 tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Teahumn 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, periu mengatur Tata Cara Pemberian dan
Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Biaya
Tanggap Darurat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota  tentang Tata  Cara  Pemberian dan
Pertanggungjawaban Belanja Tzdak Terduga untuk Biaya
Tanggap Darurat;

Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 359,
Tambahan Lembaran ‘%gara Republik Indonesia Nomor
1092);

Undang-Undang Namor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 4286}; _
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 35 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 4400j;
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5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi-
dan Transaksi Elekironik {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Lembaran Negara Nomor
4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Slstem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4614); -

11.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan 'Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan “



Menetapkan :

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah {Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

15.Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 1 Seri A
Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota
Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 Nomor 3 Seri A
Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK BIAYA TANGGAP DARURAT.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

4.

Walikota adalah Walikota Banda Aceh.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.

Dewan Perwakilan Rakyat Kota, yang selanjuitnya disingkat
DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya
disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Banda Aceh.

.Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang

selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh.

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, yang selanjutnya

disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kota Banda Aceh .

. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya

disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola
keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum
daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai
bendahara umum daerah.
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9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah kota selaku
Pengguna Anggaran, meliputi Badan/Inspektorat/ Rumah
Sakit Umum Daerah/Dinas /Sekretariat Daerah/ Sekretariat
DPRD / Kecamatan.

10.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang

mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan
masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam
dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

11.Korban bencana adalah orang, kelompok orang atau badan

yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

12.Belanja tidak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang

(1)

(2)

3)

)

sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti
penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang
tidak dlperk]rakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas
kelebihan penerimaan daerah tahun tahun sebelumnya yang
telah ditutup.

BAB I
KEADAAN DARURAT

Pasal 2

Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang sekurang-

kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
Pemerintah Kota dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah
Daerah Kota; dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh
keadaan darurat.

Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kota dapat

melakukan pengeluaran  yang  belum tersedia

anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam
rancangan perubahan APBK.

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia

anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

menggunakan belanja tidak terduga.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat

dilakukan dengan cara:

a mcnggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang
capaian target kinerja program dan kegiatan lamnya
dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
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(1)
(2)

)

BAB Wl

PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
PADA MASA TANGGAP DARURAT BENCANA

Pasal 3

Status tanggap darurat bencana ditetapkan oleh Walikota
Banda Aceh.

Penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk
tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan
diberitahukan kepada DPRK paling lama 1 (satu) bulan
terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.

Belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat
bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (2},
digunakan hanya untuk :

pencarian dan penyelamatan korban bencana;
pertolongan darurat;

evakuasi korban bencana;

kebutuhan air bersih dan sanitasi;

pangan;

sandang;

pelayanan kesehatan; dan

papan

T@ e AD P

" BABIV

TATA CARA PENATAUSAHAAN PEMBERIAN BELANJA TIDAK

TERDUGA UNTUK TANGGAPDARURAT

Pasal 4

Penatausahaan pemberian belanja tidak terduga untuk
tanggap darurat bencana dilakukan dengan tahapan
sebagai berikut:

a setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh
Walikota, Perangkat Daerah yang secara fungsional
menangani bencana memfasilitasi semua usulan
Perangkat Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait,
TNI/POLRI sesuai kewenangan masing-masing dapat
mengusulkan Rencana Kebutuhan Belanja tanggap
darurat bencana kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan
Daerah selaku Bendahara Umum Daerah;

b Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku
Bendahara Umum Daerah mencairkan dana tanggap
darurat dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan
Dana {SP2D) Tambahan Uang (TU) dan/atau Langsung
(LS) berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja yang
diterima; :



c dana yang telah dicairkan sebagaimana dimaksud pada
huruf b diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran
Perangkat Daerah pengusul Rencana Kebutuhan
Belanja;

d dalam hal terdapat usulan Rencana Kebutuhan Belanja
baru sesuai rencana penanggulangan bencana oleh
Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada
huruf a, dapat diajukan kembali tanpa menunggu
pertanggungjawaban Tambahan Uang sebelumnya
selesai.

Pelaksanaan pencairan anggaran belanja tidak terduga

untuk tanggap darurat bencana dilakukan dengan

berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BABV

TATACARAPERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT

Pasal 5

(1) Tata cara pertanggungjawaban belanja tidak terduga
untuk tanggap darurat bencana dilakukan dengan tahapan
sebagai berikut:

a penggunaan dana tanggap darurat dicatat pada Buku

Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada
Perangkat Daerah pengusul Rencana Kebutuhan
Belanja;

b kepala Perangkat Daerah, dan/atau Perangkat Daerah

Cc

terkait, TNI/POLRI pengusul Rencana Kebutuhan
Belanja sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1)
huruf a, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan
rerhadap penggunaan dana tanggap darurat yang
dikelolanya;

pertanggungjawaban atas penggunaan dana darurat
bencana disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah
danjatau Perangkat Daerah terkait, TNI/POLRI
pengusul Rencana Kebutuhan Belanja menyampaikan
pertanggungjawaban atas penggunaan dana darurat
hencana kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
dengan melampirkan bukt-bukti pengeluaran yang sah
dan lengkap, atau surat pernyataan tanggungjawab
2elanjs.

(2) Tate cara pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk
tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengacu kepada mekanisme dan ketentuan yang berlaku.



BAB V1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal _2F Waret 2020 M
Ol ya'ban 1441 H

ALYKDTA BANDA ACEH,

i
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Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 2] Waret 2020 M
02 Sya’ban 1441 H

%

“ K SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,
—ZA gy

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020 NOMOR 5 )



